WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : & TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 18
TAHUN 2006 TENTANG PEMBERIAN KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA
KELAHIRAN GRATIS DI KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

Menimbang © a. bahwa sehubungan dengan Surat Menteri Dalam Negeri
Nomor 474.1/1274/SJ perihal dispensasi Pelayanan
Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi berlakunya
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tanggal 11 Juni
2007 maka Peraturan Walikota Batam Nomor 18 Tahun
2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Kartu
Tandg Penduduk dan Akta Kelahiran Gratis dipandang
perlu untuk dilakukan perubahan;

b. ’bahwa-perqbahan sebagaimana dimaksud pada huruf a
tersebut diatas, “selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan
Walikota Batam. PN

Mengingat > 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 3019);

2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999
tentang Keimigrasian {Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang
Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2000
tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

PARAF KOORDINASI Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuantan Singingi dan Kota Batam, (Lembaran Negara

SEKDA T Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan
ASS ] ;\‘l/ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);

KADIS /4&9""‘ 4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

: ———— 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara

et PN
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Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005
tentang Pedoman  Penyelenggaraan  Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 131.21-72 Tahun 2006 tanggal 15 Februari 2006
tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Batam dan
Pengesahan, Pengangkatan Woalikota Batam Propinsi
Kepulauan Riau;

3. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
474.4/2292/MD tanggal 16 September 2005 perihal
Pedoman Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda
Penduduk;

4. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
470/2168/SJ, bahwa proses penandatanganan KTP dan

PARAF KOORDINASI KK berada pada Kepala Badan/Dinas/Kantor
—_ - Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota atas
SEKDA \-‘ nama Bupati/Walikota atau oleh Kepala Dinas
ASS 1 ‘} Kependudukan dan Catatan Sipil;

KADIS ZIRUE. p 5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1/1274/SJ,

: o tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran

KABAGﬂA—-_ 17 Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor

KASUE ‘ L 23 Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan .  PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN WALIKOTA
BATAM NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG PEMBERIAN
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA KELAHIRAN
GRATIS DI KOTA BATAM.

Pasal |

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 18
Tahun 2006 tentang Pemberian Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran
Gratis di Kota Batam, sebagai berikut

1. Bab lll Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagat berikut :

Pasal 9

(1) Pelaporan kelahiran oleh pemohon yang berusia 1 (satu) tahun keatas
terhitung sejak kelahiran dapat diberikan kutipan akta kelahiran gratis setelah
mendapatkan Keputusan Walikota Batam
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Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun

2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25

Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi Daerah Otonomi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

10.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun

2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 119);

11.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2001

tentang Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pengendalian
Penduduk Dalam Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah
Kota Batam Tahun 2001 Nomor 2 Seri D);

12.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2003

tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam
Tahun 2003 Nomor 38 Seri D).



Pasal Il

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Di tetapkan di Batam
Pada tanggal 02 Juli 2007

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN
Diundangkan di Batam

Pada tanggal -» Juli 2007

Sekretaris Daerah Kota Batam

AGUSSAHIMAN, SH
Pembina Utama Muda WZ0007623
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